PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

BUPATI WONOSOBO,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dipandang perlu
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonosobo;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo,
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
DAN
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Wonosobo;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut DPRD;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;

. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
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11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan
Peraturan Daerah;

12. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas
Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB |1
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB I11
KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah untuk
menyelenggarakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah,Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong

Praja mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dan/atau aparatur lainnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;



c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
d. Seksi Operasi;
e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-
masing.

(2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004
Nomor 32 Seri D Nomor 6) ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Maret 2008

BUPATI WONOSOBO

Diundangkan di Wonosobo H.A. KHOLIQ ARIF

pada tanggal 4 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH WONOSOBO
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO

l. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan
ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati serta pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya, Bupati perlu dibantu oleh
lembaga yang melaksanakan tugas-tugas dimaksud. Kelembagaan tersebut dibentuk
sebagai amanat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Il.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
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